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POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
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KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang - a bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang Milik Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menetapkan Staf
Penyimpan Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2017.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan dengan keptusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah “ o
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera [
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara "-*'j‘
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor s -
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 S
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1643);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat : 1.

Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5094 );
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 rentang
Indonesia

10.
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Nepgara Republik
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5094);
Tahun 2016 Tentang Susunan

Peraturan Pemerintah

Nomor 18

11.
Organisasi Tata Kerja;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar

12
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Peraturan Menteri

132
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan; %
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 '\:-’3;_:
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan b 5
L S

Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2017;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

pkan .
Mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai
Staf Penyimpan Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

.

Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
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BLIMA : Apabila dikemudian hari ternyata

' Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestunya.
Ditetapkan di = Painan

Tanggal . 03 Januari 2017
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1. Bapak Bupati Pesisir
rah Kabupaten Pesisir

2. Bapak Sekretaris Dae
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Se
4. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

5. Anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.
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